BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Geografis Daerah
	
	Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 6051’ – 7016’ Lintang Selatan dan 110036’ – 110050’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 42.516 hektar. Secara administratif Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan. Di sebelah utara Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara, di sebelah selatan berbatasan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati serta di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Penjabaran mengenai luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dukuh, RT dan RW  di masing-masing kecamatan adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.1 

	
	Tabel 2.1
Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi 
Kabupaten Kudus Tahun 2012

	
	No

Kecamatan

Luas Wilayah (Ha)

Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

Jumlah Dukuh

Jumlah RW

Jumlah RT

1

Kaliwungu

3.271

15

0

48

67

441

2

Kota

1.047

16

9

60

110

496
3

Jati

2.630

14

0

51

78

377
4

Undaan

7.177

16

0

31

63

357

5

Mejobo

3.677

11

0

32

69

341

6

Jekulo

8.292

12

0

45

85

443

7

Bae

2.332

10

0

38

51

284
8

Gebog

5.506

11

0

44

82
435
9

Dawe

8.584

18

0

85

109
581
Jumlah

42.516

123

9

434

714
3.755
Sumber : BPS Kabupaten Kudus (LKPJ AMJ 2008-2013)

	
	Dengan luas wilayah sebesar 42.516 hektar Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil se Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka luas wilayah Kabupaten Kudus hanya sebesar 1,31 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Letak wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada peta orientasi dan peta batas administrasi sebagaimana Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.
Gambar 2.1. Peta Orientasi Kabupaten Kudus
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Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus
Gambar 2.2. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kudus
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                Sumber : Bappeda  Kabupaten Kudus

	
	Topografi Kabupaten Kudus meliputi dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Kudus memiliki ketinggian berkisar antara 5 -1600 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di wilayah Kecamatan Undaan. Sedangkan ketinggian tertinggi berada di wilayah Kecamatan Dawe yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1600 meter di atas permukaan laut. Selain ketinggian yang beragam tersebut, Kabupaten Kudus juga memiliki kelerengan yang bervariasi, yaitu: 

1. Kelerengan 0-8 % 

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief datar. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae.

2. Kelerengan 8-15 %

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief landai. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo.

3. Kelerengan 15-25 % 

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian Timur.

4. Kelerengan 25-45 % 

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam. Kelerengan ini terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo.

5. Kelerengan > 45 % 

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog dan daerah Puncak Muria bagian selatan.

Gambaran kondisi topografi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada peta elevasi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3 Peta Elevasi Kabupaten Kudus
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                                 Sumber : Bappeda Kabupaten Kudus 
Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang meliputi letak geografis dan topografi berpengaruh terhadap kondisi klimatologi di Kabupaten Kudus. Iklim di Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori iklim tropis dan temperatur sedang dengan curah hujan relatif rendah yaitu rata-rata dibawah 2000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 97 hari per tahun.



2.2. Gambaran Umum Demografis

Struktur penduduk dapat dilihat dari perkembangan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, sedangkan kapasitas sumber daya penduduk dapat ditinjau dari  tingkat pendidikan. Tabel 2.2 dan grafik 2.1 berikut menampilkan perkembangan penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Kudus dalam 5 tahun terakhir .
	Tabel 2.2
	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kudus 
Tahun 2008 -2012


	Tahun
	Laki-laki
	Perempuan
	Total 
	Pertumbuhan

	2008
	372.761
	380.160
	752.921
	0,73

	2009
	376.058
	383.191
	759.249
	0,84

	2010
	379.020
	385.586
	764.606
	0,71

	2011
	382.021
	387.883
	769.904
	0,69

	2012
	385.184
	394.867
	780.051
	1,32


Sumber : BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus (diolah)
	Grafik 2.1


	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kudus
Tahun 2008 – 2012

	
	[image: image8.png]Jumlah Penduduk

394 867

395.000

387.883

390.000
385.000
380.000
375.000
370.000

365.000

360.000 Peremp

Laki-laki

2010
Tahun 2012

2011

aLaki -laki ‘erempuan







	
	Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui, bahwa dalam kurun waktu 2008-2012 penduduk Kabupaten Kudus meningkat rata-rata pertumbuhan penduduk bergerak pada 0,86 %. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan Sensus Penduduk dan hasilnya dipublikasikan dalam jumlah penduduk tahun 2012 dengan angka sementara mencapai 780.051 orang. Adapun komposisi penduduk laki-laki pada tahun 2012 mencapai 49,38 % dan perempuan mencapai 50,62 %. Kondisi ini menunjukkan perkembangan penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki. 


	
	Kondisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan gambaran kapasitas dan kualitas penduduk. Pengertian penduduk yang tidak sekolah adalah penduduk usia 10 tahun yang tidak mengenyam pendidikan. Penduduk yang tidak/belum tamat SD/sederajad adalah penduduk  usia 10 tahun ke atas yang tidak tamat SD/ sederajad dan masih sekolah SD/sederajad. Penduduk yang tamat SD/sederajad adalah Penduduk telah tamat SD/sederajad baik yang melanjutkan pendidikan maupun tidak. Penduduk yang tamat SMP/sederajad adalah Penduduk yang telah tamat SMP/sederajad baik yang melanjutkan sekolah maupun tidak. Penduduk tamat SMA/sederajad adalah penduduk yang telah tamat SMA/sederajad baik yang melanjutkan sekolah maupun tidak.

Keberhasilan program pendidikan nasional sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 2.3 dan grafik 2.2 .


	Tabel 2.3

	Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012


	Tingkat Pendidikan
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012



	Tidak Sekolah
	50.609
	39.656
	36.559
	37.133
	34.751

	Tidak/Belum Tamat SD
	97.414
	99.046
	125.771
	120.111
	90.353

	Tamat SD/sederajad
	211.636
	203.351
	130.531
	186.922
	206.612

	Tamat SLTP/sederajad SSLTPSMP/sederajad
	116.063
	125.092
	195.358
	213.186
	132.687

	Tamat SLTA/sederajad
	115.756
	124.040
	91.393
	143.696
	127.632

	Akademi /Sarjana 
	22.022
	27.468
	43.394
	68.856
	39.806


     Sumber :  BPS Kabupaten Kudus & Bappeda Kabupaten Kudus (data diolah)
	Grafik 2.2
	Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus
Tahun 2008 – 2012
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	Tabel 2.3. merupakan potret perkembangan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, menunjukkan potensi dan kapasitas penduduk dalam pengembangan sumber daya yang dimilikinya. Pada tahun 2008-2012, penduduk tamat SMP/sederajad dan SMA/sederajad menunjukkan kecenderungan meningkat selaras dengan program wajar 12  tahun. Berbagai program pelayanan dasar pendidikan baik penyediaan gedung sekolah yang layak, buku, dan alat peraga serta peningkatan kualitas guru dilaksanakan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pendidikan penduduk. Di samping itu, minat penduduk dalam melanjutkan pendidikan akademi/sarjana juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Untuk mengantisipasi bertambahnya penduduk tamat SMP/sederajad dan tamatan SMA/sederajad yang masuk sebagai angkatan kerja, maka berbagai pelatihan ketrampilan dan keahlian dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk agar kualitasnya sesuai dengan kebutuhan bursa kerja. 


	2.3.
	Kondisi Ekonomi

	
	Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Perkembangan harga minyak dunia cenderung terus melonjak bahkan sempat melampaui US$ 145 per barrel. Kondisi ini menimbulkan beban APBN dalam alokasi subsidi BBM, sehingga menekan Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM pada 24 Mei 2008. Meskipun dampak sosial kenaikan harga BBM tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi negara secara keseluruhan, namun dampaknya terhadap perekonomian sangatlah besar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dipastikan tidak akan mencapai target APBN sebesar 6,4 %, tetapi paling tinggi akan berada di sekitar 6 %. Tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai 12,5 %. Bank Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan dampak dari naiknya inflasi akibat kenaikan harga BBM dengan  menaikkan suku bunga acuan BI-rate pada level 8,75 %. Hal ini diharapkan dapat menahan keluarnya dana dari Indonesia, yang berpotensi menurunkan kurs rupiah jika suku bunga riil dalam negeri mengalami penurunan. 

	
	Dampak kondisi ekonomi tersebut terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang cenderung menurun sebagai reaksi negatif pasar terhadap tingginya tingkat inflasi. Angka inflasi di atas menimbulkan kekhawatiran pada para pelaku pasar. Selain itu, naiknya suku bunga SBI dan suku bunga deposito yang ditawarkan sektor perbankan, diperkirakan juga telah merubah portofolio investasi di kalangan para investor. Yaitu dengan mengalihkan sebagian dananya dari pasar modal ke deposito atau obligasi. 

	
	Kondisi ekonomi nasional tahun 2009 lebih berat dan suram, karena dampak tekanan ekonomi global. Gejolak yang mewarnai perbankan semakin ramai seperti perebutan dana pihak ketiga semakin ketat, likuiditas yang ketat membuat perbankan mengerem ekspansi kredit, obligasi dan pasar saham akan semakin lesu, nilai tukar rupiah fluktuatif dan cenderung melemah, suku bunga tinggi dan penurunan aktivitas ekonomi. Pemerintah menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2009 karena situasi krisis keuangan global yang semakin mengancam. Pemerintah merevisi target menjadi 6 - 6,1 % dari sebelumnya 6,3 %, suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan sebesar 8%, dan nilai tukar Rp.9.150/US$.

	
	Kinerja ekonomi Indonesia pada 2010 relatif membaik sejalan dengan perkembangan ekonomi global. Dari sisi ekonomi makro, stabilitas berbagai indikator ekonomi relatif terjaga dengan kecenderungan semakin menguat. Kurs rupiah terhadap dolar AS, rata-ratanya Rp 9.294. Untuk laju inflasi masih relatif terkendali dan berada dalam koridor sesuai sasaran pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Dari sisi sektor riil, kinerja beberapa variabel terkait juga mencerminkan adanya penguatan. Indikator ekonomi makro terlihat pada pertumbuhan ekonomi 5-6 %, inflasi 2,78 %, tingkat kemiskinan 12-13,5 %.

	
	Dibandingkan tahun 2010, maka di tahun 2011 sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan peningkatan, berupa pertumbuhan ekonomi 6,4%, inflasi 5,3 %, pengangguran turun 7 %, dan kemiskinan turun antara 11,5 % - 12,5 %. Prestasi nasional yang cukup baik ini juga dibarengi dengan resiko yang menyertai yaitu resiko arus modal masuk, resiko harga pangan naik, dan resiko harga minyak naik. Dalam penciptaan perekonomian yang stabil, pembangunan infrastuktur, dan proteksi kaum miskin, pemerintah pusat dan daerah dituntut mampu meminimalisir resiko dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya, dana dan keahlian yang ada. Meningkatnya arus modal luar negeri, baik melalui pasar modal, surat berharga, dan Sertifikat Bank Indonesia, belum berdampak luas di daerah karena belum dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor riil. Namun, setidaknya kondisi moneter Indonesia relatif menguat, sehingga memperbaiki neraca pembayaran. Hal ini memberikan ruang aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing. 

	
	Tahun 2012, kondisi ekonomi berkembang cukup impresif terlihat pada realisasi investasi di daerah. Adanya ketidak pastian ekonomi karena kebijakan atas harga BBM telah membuat aktivitas spekulasi sehingga terjadi perubahan harga-harga, efeknya meningkatkan inflasi sekitar 1%. Kombinasi peningkatan pengeluaran pemerintah dan peningkatan investasi swasta, cukup efektif untuk menstimulus value added perekonomian daerah. 

	
	Secara umum kondisi ekonomi riil Kabupaten Kudus tahun 2008 – 2012 berjalan searah dengan perekonomian nasional. Hal ini dapat diketahui dari beberapa parameter/indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, realisasi investasi, jumlah penduduk miskin, dan jumlah pengangguran. Beberapa capaian indikator ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh faktor sumberdaya daerah (alam dan buatan), sumber daya manusia, modal, dan penerapan teknologi. Sumber daya alam tanah sangat terbatas, sedangkan sumberdaya buatan (jaringan jalan, listrik, air, telepon, sarana ekonomi) terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk peningkatan kinerja ekonomi daerah. Berikut ini terinci beberapa hal yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kudus pada khususnya sebagai berikut :

	
	a) Potensi Unggulan Daerah

	
	Potensi unggulan merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, berdaya ungkit tinggi, dan mempunyai keterkaitan kuat terhadap sektor lainnya. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan potensi unggulan daerah yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Kudus. Kedua sektor ini menjadi lokomotif dan tumpuan utama aktivitas perekonomian daerah. 

	
	Potensi unggulan merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, berdaya ungkit tinggi, dan mempunyai keterkaitan kuat terhadap sektor lainnya. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan potensi unggulan daerah yang menjadi basis ekonomi di Kabupaten Kudus. Kedua sektor ini menjadi lokomotif dan tumpuan utama aktivitas perekonomian daerah.  Berikut ini disajikan data jumlah perusahaan besar/sedang beserta tenaga kerja pada tahun 2012 di Kabupaten Kudus, sebagai brikut : 


	Tabel 2.4

	Jumlah Perusahaan Besar / Sedang dan Tenaga Kerja Kabupaten Kudus Tahun 2012.

	No
	Kecamatan
	2012

	
	
	Perusahaan
	Tenaga Kerja

	1
	Kaliwungu
	32
	24.465

	2
	Kota
	47
	19.874

	3
	Jati
	22
	14.824

	4
	Undaan
	7
	253

	5
	Mejobo
	8
	4.808

	6
	Jekulo
	8
	8.379

	7
	Bae
	17
	12.269

	8
	Gebog
	25
	13.621

	9
	Dawe
	3
	251

	
	Jumlah
	169
	98.744


Sumber : BPS Kabupaten Kudus
	
	Pada tahun 2012, jumlah perusahaan besar/sedang di Kabupaten Kudus sebanyak 169 perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 98.744 orang. Jumlah perusahaan terbanyak berada di wilayah Kecamatan Kota, sedangkan tenaga kerja terbanyak berada di wilayah Kecamatan Kaliwungu.

	
	Potensi unggulan perdagangan yang berkembang cukup dinamis dapat dilihat dari banyaknya pasar dan berkembangnya ruko-ruko di berbagai sudut kota. Pasar di Kabupaten Kudus berjumlah 23 pasar yang terdiri dari 5 buah pasar daerah, 17 buah pasar desa dan 1 buah pasar hewan yang terinci per kecamatan sebagaimana tabel berikut ini.


	Tabel 2.5
	Jumlah Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2012


	No
	Kecamatan
	Pasar Daerah
	Pasar Desa
	Pasar Hewan
	Pasar Modern
	Jumlah

	1
	Kaliwungu
	0
	2
	0
	9
	11

	2
	Kota
	4
	1
	0
	13
	18

	3
	Jati
	1
	1
	1
	5
	8

	4
	Undaan
	0
	4
	0
	3
	7

	5
	Mejobo
	0
	3
	0
	3
	6

	6
	Jekulo
	0
	2
	0
	4
	6

	7
	Bae
	0
	1
	0
	5
	6

	8
	Gebog
	0
	2
	0
	2
	4

	9
	Dawe
	0
	1
	0
	2
	3

	
	Jumlah
	5
	17
	1
	46
	69


Sumber : BPS Kabupaten Kudus
	
	b)  Pertumbuhan Ekonomi 

	
	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.6 dan grafik 2.3 sebagai berikut :


	Tabel 2.6
	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012


	Tahun
	Harga Konstan (2000)

	
	Nilai (Juta Rp)
	Pertumbuhan (%)

	2008
	11,683,819.73
	3.97

	2009
	12,144,952.38
	3.78

	2010
	12,651,058.82
	4.16

	2011
	13,183,606.91
	4.21

	2012
	13,794,770,51
	4.64


Sumber  : BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus (diolah)
	Grafik 2.3
	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2008-2012
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	Dari tabel 2.6. dan grafik 2.3 di atas terlihat laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 – 2012 menunjukkan kecenderungan meningkat dari 3,97 % (2008) menjadi sekitar 4,64 % (2012). Seiring dengan merosotnya ekonomi nasional, kondisi di daerah juga mengalami kontraksi pada berbagai lapangan usaha, khususnya sektor industri, transportasi, jasa keuangan, perdagangan, dan bangunan. 

	
	Dampak kelesuan ekonomi pada kinerja ekonomi daerah baru terlihat secara konkrit pada tahun 2009, mengingat gejolak harga secara kumulatif sangat terasa pada sektor industri dan bangunan. Meskipun harga BBM bersubsidi sudah diturunkan pada awal 2009, penyesuaian harga barang bersifat inelastis. Kondisi ini mengakibatkan sektor-sektor meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hasil kinerja ekonomi ini terlihat pada peningkatan ekonomi yang terjaga sebesar 3,78 %, Kontraksi pada sektor riil dan tingginya biaya investasi menurunkan ekspeksi return sangat mempengaruhi realisasi investasi, dimana kondisinya menurun dibandingkan tahun 2008. 

	
	Pada tahun 2010, peningkatan ekonomi daerah telah terjadi, dimana faktor-faktor produksi tersedia dengan harga terjangkau, sehingga unit-unit usaha dapat meningkatkan scale of economic-nya baik melalui teknologi, produktivitas tenaga kerja, dan diversifikasi produk. Peningkatan daya beli masyarakat, semakin mendorong permintaan produksi. Kinerja ekonomi tahun 2010 terlihat pada pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,16 %.

	
	Pada tahun 2011, terjadi peningkatan kinerja sektor riil, khususnya dari unsur investasi. Dengan status invesment grade yang diraih Indonesia, maka investasi tersebut juga mengalir ke Kabupaten Kudus. Realisasi investasi di tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 4,21 %.

	
	Seiring dengan perbaikan ekonomi nasional, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diprediksikan 4,64 %. Peningkatan ekonomi ditinjau dari pendekatan produksi dapat diketahui bahwa sektor industri mengalami perlambatan, namun didukung oleh pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Bila ditinjau dari pendekatan pengeluaran maka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah ini didongkrak oleh peningkatan konsumsi masyarakat, investasi swasta yang cukup impresif/mengesankan, dan pembangunan infrastuktur. Kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi, antara lain, kebijakan terpadu satu pintu dan tax allowances telah membuat kinerja investasi tumbuh dan berkembang dengan sangat impresif.  Di samping itu, berbagai upaya proteksi kaum miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial secara tidak langsung meningkatkan purchasing power parity (daya beli) masyarakat. Ketersediaan infrastruktur dan kondisi wilayah yang aman cukup menarik investor untuk mengembangkan usaha di Kudus. Investasi ini sebagian besar adalah sektor industri terutama industri transportasi, disusul perdagangan dan jasa.

	
	
	Untuk memahami perkembangan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada kontribusi sektoral PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana tercermin pada tabel 2.7.


	Tabel 2.7
	PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi Sektoral Tahun 2012


	No
	Sektor
	Jumlah

	
	
	Tahun 2012 (juta)
	%

	1
	Pertanian, peternakan, Kehutanan, perikanan
	1.111.478
	3,00

	2
	Pertambangan dan penggalian
	8.102
	0,02

	3
	Industri pengolahan
	22.837.947
	61,74

	4
	Listrik, gas, air bersih
	159.327
	0,43

	5
	Bangunan
	594.670
	1,61

	6
	Perdagangan, hotel dan restoran
	9.823.672
	26,56

	7
	Pengangkutan dan Komunikasi
	481.898
	1,3

	8
	Keuangan, persewaan, jasa perusahaan
	978.830
	2,65

	9
	Jasa-jasa
	996.904
	2,69

	
	Jumlah
	36.992.828
	100,00


Sumber : BPS Kabupaten Kudus 
	
	Tabel 2.7 menggambarkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2012 tercatat 61,74 %. Kontribusi sektor manufaktur kembali meningkat setelah rekapitalisasi dan relokasi pabrik-pabrik serta pengembangan inovasi produk di berbagai sekmen pasar yang ada. Penguatan Research and Development (R&D) secara berkesinambungan dari swasta didukung dengan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah, akan meningkatkan efisiensi produk dan konsumsi, memperluas skala ekonomi, mempercepat investasi infrastruktur sektor riil, dan alih teknologi secara luas.  
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2012 tercatat 26,56 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor perdagangan masih dominan perannya dalam perputaran ekonomi Kabupaten Kudus, setelah sektor industri pengolahan. 
Peran sektor pertanian sangat mendukung ketersediaan pangan di daerah dalam menjaga supply pangan domestik. Adapun perkembangan sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan pendukung adanya industrialisasi yang membutuhkan aksesibilitas dan mobilitas tinggi baik untuk modal, informasi, barang dan orang. Jejaring yang kuat pada berbagai unsur utama industri, mendorong multiplier effect  hasil dari suatu investasi pada masa mendatang.

	
	c)  Inflasi

	
	Laju inflasi di Kabupaten Kudus dibandingkan dengan Kota Semarang dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.8 dan grafik 2.4.


	Tabel 2.8
	Laju Inflasi Nasional , Kota Semarang , dan Kabupaten Kudus

Tahun 2008 – 2012.


	Tahun
	Nasional
	Kota Semarang
	Kabupaten Kudus

	2008
	10,34
	11,06
	11,99

	2009
	2,78
	3,19
	3,07

	2010
	6,96
	7,11
	7,65

	2011
	3,79
	2,87
	3,34

	2012
	4,30
	4,85
	4,77


                             Sumber : BPS Kabupaten Kudus
	
	
	Sepanjang tahun 2008 – 2012, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008, bahkan di Kabupaten Kudus tingkat inflasinya lebih tinggi dibandingkan Kota Semarang dan nasional. Hal ini terjadi karena ada tekanan eksternal, kenaikan harga BBM, dan gangguan pasokan barang-barang kebutuhan pokok.

	
	
	Penurunan harga BBM dibarengi dengan kebijakan buka tutup kran impor komoditi kebutuhan pokok telah menggeser kemampuan riil ekonomi masyarakat. Kombinasi kebijakan sektor riil tersebut menekan harga keseimbangan dan inflasi yang terjadi pada tahun 2009.

	
	
	Krisis ekonomi Eropa pada tahun 2010, telah menjadikan para pemilik modal menggeser investasinya dalam pasar modal Asia termasuk Indonesia. Hal tersebut telah mendorong aktivitas ekonomi dan permintaan barang yang lebih banyak. Implikasinya terjadi peningkatan inflasi, dan di Kudus inflasi mencapai 7,65 %.

	
	
	Laju inflasi nasional tahun 2011 mengalami penurunan  dibandingkan angka inflasi 2010. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laju inflasi bulanan seluruh kelompok pengeluaran dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka inflasi pada tahun 2011 tercatat 3,34 %. Inflasi year on year Kabupaten Kudus lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Semarang dan nasional, dikarenakan sebagian besar komoditas yang ada di Kabupaten Kudus berasal dari Kota Semarang dan daerah lain di luar Kabupaten Kudus. 

	
	
	Kebijakan pemerintah yang menunda-nunda pengumuman kebijakan harga BBM mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mendorong spekulan dan sektor swasta mengantisipasi dengan penyesuaian harga. Angka inflasi yang tercatat pada tahun 2012 mencapai 4,77 %.


	
	Grafik 2.4
Laju Inflasi di Kabupaten Kudus , Kota Semarang dan Nasional Tahun 2008 – 2012
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	Kebijakan nasional dalam diversifikasi pembiayaan APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sukuk Negara Ritel (SNR), cukup memperkuat posisi keuangan negara sehingga otoritas moneter lebih efektif dalam pengelolaan inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah. Kebijakan yang konsisten dari sektor riil, yang tanggap atas supply komoditas dalam negeri melalui buka tutup kran impor cukup efektif menjaga keseimbangan pasar barang. Hal ini berdampak pada kestabilan harga-harga barang di tingkat nasional, Kota Semarang dan Kabupaten Kudus. 


2.4. Kondisi Tingkat Kemiskinan

	
	
	Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari Tahun 2008 sampai 2010 terus mengalami penurunan. Ini memperlihatkan keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus khususnya yang terkait dalam program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun di Tahun 2011 prosentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk mengalami kenaikan. Ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) “Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kudus 2010-2011” ada 2 alasan yang berpengaruh terhadap kenaikan prosentase penduduk miskin yaitu:
1. Tingkat kemiskinan sangat sensitif terhadap perubahan harga barang-barang terutama harga kebutuhan pokok. Tingkat perubahan harga dapat diketahui dari angka inflasi yang terjadi. Kenaikan harga barang yang tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan yang sesuai bagi masyarakat bawah menyebabkan terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin.
2. Standar atau garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan bersifat dinamis artinya garis kemiskinan dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan pola konsumsi masyarakat kelas bawah. Perkembangan harga yang terjadi pada periode Agustus 2010-Agustus 2011 menyebabkan terjadinya inflasi, ternyata berpengaruh juga terhadap meningkatnya garis kemiskinan.
Namun untuk tahun 2012, jumlah penduduk miskin maupun porsentase tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan / membaik, bahkan lebih baik daripada pencapaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu tingkat kemiskinan 8,63 % dengan jumlah penduduk miskin 68.100 orang.

Berikut  tabel Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2012 :


	Tabel 2.9
	Jumlah Penduduk Miskin  Kabupaten Kudus
Tahun 2008 - 2012


	Tahun
	Penduduk Miskin (orang)
	Tingkat Kemiskinan (%)

	2008
	97.810
	12,99

	2009
	84.860
	11,18

	2010
	70.200
	9,02

	2011
	73.591
	9,45

	2012
	68.100
	8,63


   Sumber : BPS Kabupaten Kudus
	Grafik 2.5. Porsentase Tingkat Kemiskinan  Kabupaten Kudus 
Tahun 2008 – 2012 dibandingkan Provinsi Jawa Tengah
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	Apabila dilihat dari grafik 2.5. tersebut di atas, posentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus jauh lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang relatif masih tinggi. Keadaan ini disebabkan di Kabupaten Kudus telah dilakasanakan berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan stabilisasi harga pangan yang konsisten dan terpadu di berbagai tingkatan akan memperkuat kemampuan dan kemandirian penduduk miskin pada tahap selanjutnya.  


	2.5. Kondisi Tingkat Pengangguran

	Sebelum tahun 2009, definisi angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bukan sekolah, bukan ibu RT, dan lainnya. Dikatakan sebagai menganggur bila tidak bekerja minimal 1 jam berturut - turut selama 1 minggu. Berdasarkan kesepakatan Millenium Develompent Goal's , sejak tahun 2009 yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bukan sekolah, bukan ibu RT, dan lainnya. Sedangkan penduduk dinyatakan sebagai penganggur bila sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, sudah dapat kerja namun belum bekerja, dan atau putus asa dalam mencari kerja.

Konsep penduduk dalam ketenagakerjaan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas, yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2011 jumlah penganggur tercatat 25.391 orang sedangkan tahun 2012 sebanyak 26.387 orang. Berbagai program pelatihan ketrampilan ketenagakerjaan memang membutuhkan waktu untuk pasar kerja. Namun demikian, penyesuaian antara permintaan pasar kerja sektor industri rumah tangga relatif lebih elastis dalam menyerap tenaga kerja yang kreatif, inovatif dan ketrampilan bervariasi. Berbagai program perluasan kesempatan kerja mandiri telah dilaksanakan sehingga mampu menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran secara bertahap sebagaimana tercantum dalam tabel 2.10 berikut ini. 


	Tabel 2.10
	Jumlah Pengangguran  Kabupaten Kudus
Tahun 2008 - 2012


	Tahun
	Jumlah Pengangguran(orang)
	Total Penduduk 15 tahun+ (orang)
	Prosentase

	2008
	24.713
	542,342
	4,56

	2009
	32.306
	607,533
	5,32

	2010
	26.152
	611,413
	4,28

	2011
	25.391
	575.735
	4,41

	2012
	26.387
	594.693
	4,44


Sumber : BPS Kabupaten Kudus & Bappeda Kabupaten Kudus (data diolah)
Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2008 – 2012 diketahui angka pengangguran tertinggi sebesar 5,32 % terjadi pada tahun 2009, dan saat ini menunjukkan kecenderungan menurun. Kelesuan ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 dirasakan imbasnya pada tahun 2009, sehingga berbagai usaha menurunkan skala produksinya. Seiring dengan peningkatan investasi pada tahun 2011, maka penyerapan tenaga kerja ikut meningkat.
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